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BAB 11
KETENTUAN UMUM BANTUAN
HUKUM
A. Definisi dan Dasar Hukum Bantuan Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bantuan adalah
pertolongart. Menurut kamus hukum, bantuan hukum adalah bantuan
yang diberikan seorang ahli atau penasihat hukumade seorang
terdakwa di PengadilénBantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum
untuk membantu setiap individu untuk memperoletdkaa, memperoleh
hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai memi@sip semua
orang memiliki hak dan martabat. Pemberi bantuakummudiidentikkan
dengan“Orator” yang dalam tindakan diakui sebagai golongan yang
memiliki pengetahuan luas di bidang hukum, berpgikdn dan berjuang
untuk membela sesuatu yang hak di depan hukum dknakaan bagi
masyarakat pencari keadilan yaitu orang-orang yamgh dan miskin di
depan hukum dan pengadifaMenurut SEMA No. 10 tahun 2010 tentang
Pedoman Umum Bantuan Hukum definisi bantuan hukutalah
pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negaedalui Peradilan
Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan peman maupun

perkara jinayat.

! Departemen Pendidikan Nasion&amus Besar Bahasa Indonesidakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama, eds keempat, 2008, him 137.

2 M. Marwan dan Jimmykamus HukumGema Press, 2009, him 91.

% Habiburrahman (Hakim Agung RI) disampaikan dalarakatah seminar nasional
“Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradiligama; Agenda dan Problematika”
diselenggarakan oleh program studi Hukum IslamRia@gram Pascasarjana fakultas ilmu agama
Ull bekerjasama dengan MA RI.
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Kegiatan bantuan hukum sebenarnya sudah dimuksk seirabad-
abad yang lalu. Pada masa romawi, pemberian bartiudom oleh
seseorang didorong oleh motivasi untuk mendapapergaruh dalam
masyarakat. Keadaan tersebut ralatif berubah p&da gertengahan
dimana bantuan hukum diberikan karena adanya si€apawan ¢harity)
sekelompok elit gereja terhadap para pengikutngaaRnasa itu belum
ada konsep bantuan hukum yang jelas. Bantuan hidalom ditafsirkan
sebagai hak yang memang harus diterima oleh semaumy.oPemberian
bantuan hukum lebih banyak tergantung kepada kgoa&pn. Kemudian
pandangan tersebut bergeser kedermawanan dari tednpaerubah
menjadi hak setiap orang.

Bantuan hukum di Indonesia di bentuk atas dasagselberikut:

a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1%eal 27
ayat (1), menyebutkanSetiap warga negara sama kedudukannya
dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjupjoukum dan
pemerintah tersebut tanpa terkecuali.

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang santkepan
hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk iil{ecces to legal
counse), diperlakukan sama didepan hukusgality before the layy

keadilan untuk semugusétice for al).

b) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, pasal 56 menyebutkan:

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak meniglero

bantuan hukum.



c)

d)
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(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keaditang
tidak mampu.
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang AdvoRatal 22

ayat (1) menyebutkanAtvokat wajib memberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tcakpu’”
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubledduna atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradijmma.

Pasal 60B menyebutkan:

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak menhplero
bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keaditang
tidak mampu.

(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayathg@is
melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kahartenpat
domisili yang bersangkutan.

Pasal 60C menyebutkan:

(1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuakurin
untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam meohge
bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (BErikan
secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilanpaam
putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kakulatikum
tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimanaksid
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dargeraturan
perundang-undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tah0a&02

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pasatdyefmutkan:
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(1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos BantuakuHuberupa
pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuasarat
gugatan/permohonan

(2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) diatas dapbéerikan
kepada penggugat/ pemohon dan tergugat/termohon

(3) Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan
tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satang pemberi
bantuan hukun yang sama.

Menurut sistem hukum di Indonesia, peraturan peanogd
undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu &tegk yang disebut
hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Memiora DPR-GR
tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan olétRMiengan ketetapan
MPR No. V/IMPR/1973 dan lampiran |l tentang Tata tdruPeraturan
Perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut Ul®45, dalam
huruf A disebutkan tata urutan bentuk-bentuk pesstuperundang-
undangan RI ialah sebagai berikut: UUD 1945, KemtaMPRS/MPR,
UU/ PP Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, KepotuBeesiden,
Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya sepertiatuPan Menteri,
Intruksi Menter, dll. Tata urtatan tersebut menkkan tingkatan masing-
masing bentuk yang bersangkutan, dimana yang disebih dahulu
mempunyai kedudukan lebih tingi.

Peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturatemeimtruksi
menteri dan sebagainya yang dikeluarkannya olehabpej yang
bersangkutan, harus dengan tegas berdasar damiberspada peraturan

peraturan perundangan yang lebih tinggi.

* Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesidakarta: PT Raja Grafindo Persada.
2007, him 38.
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Adanya ketentuan seperti tersebut dalam Ketetap&R3/1No.
XX/ MPR/ 1966, mengandung arti:

1. Bahwa hukum tertulis yang dapat dikeluarkan oleh
pemerintah/negara, sejak adanya ketetapan ini bdéh di luar
bentuk-bentuk yang disebutkan

2. Bahwa bentuk peraturan perundangan yang tertingtgilah
Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diketahui, di setiap negara di dalakutduTata
Negaranya terdapat kaidah-kaidah hukum yang meketa@lat-alat
kelengkapan negara yang berwenang mengeluarkatugzergeraturan.
Hal mana adalah perlu, agar peraturan yang dikemnaitu sah. Suatu
badan mempunyai kewenangan mengeluarkan peraturdalaha
berdasarkan kewenangan lain yang menetapkan sabtdr Sedangkan
kewenangan lain itu harus pula berdasarkan kewamalagn yang lebih
tinggi. ltulah sebabnya di dalam suatu negara didewenangan-
kewenangan dari yang paling rendah sampai kepauapaling tinggi.

Organ-organ yang berwenang mengeluarkan peraturan
perundangan menurut UUD 1945, yaitu : MPR, yangetapkan segala
putusan dan Undang-Undang Dasar (pasal 2 ayatdg@), pasal 3),
Presiden dan DPR yang bersama-sama membentuk Uhbhalang (pasal
5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat @lesiden yang
menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan iRexhePengganti

Undang-Undang (pasal 5 ayat (2) dan pasal 22 ayat (
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Meskipun demikian tidak berarti aparat negara kanmenjadi
tertutup kemungkinan untuk menetapkan peraturanungkngan.
Wewenang tersebut dapat timbul dari adanya delegasivenag
penyeharan hak membentuk peraturan perundangan.

Tetapi hal yang sangat penting diperhatikan dalaghegasi
wewenang tersebut adalah penetapan secara tegaslingkup wewenag
dan materi yang diserahkan beserta sifat hukum gemiaturan
perundangan tersebut.

Dari kemungkinan adanya delegasi wewenang atauepaingn
hak membentuk peraturan perundangan beserta a#tahigeat dan lain-
lainya dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, sgdeén dalam
praktik dapat dijumpai berbagai jenis peraturanupdangan sebagai
berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945, 2) Ketetad®mR, 3) Keputusan
MPR, 4) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Perigddndang-
undang, 5) Peraturan Pemerintah, 6) Keputusan deresi7) Intruksi
Presiden, 8) Peraturan Menteri, 9) Keputusan MgnidY) Keputusan
Direktur Jendral, 11) Intruksi Direktur Jendral,) Reputusan Direktur,
13) Keputusan Perwakilan Departemen di DaerahKeégutusan Daerah
Tingkat I, 15) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jdgruksi Gubernur
Kepala Daerah, 17) Keputusan Daerah Tingkat Il,Ke)utusan Bupati —
Kepala Daerah/Walikota —Kepala Daerah, 19) Instrikgati —Kepala

Daerah/Walikota —Kepala Daerah, 20) PengumumanS@fgt Edaran.

® C.S.T. Kansil,Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Pengertiarkutu Tata
Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia S&jaeklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga
Kini), Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Eds Revisi I, hBn 4
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B. Sgarah Bantuan Hukum di Indonesia
a. Bantuan hukum pra-kemerdekaan.

Bantuan hukum pada zaman penjajahan Belanda tidak
memberlakukan hukum yang baru, akan tetapi Belam#gmerapkan
kebijaksanaan politik baru. Sejak permulaan, pikaknpeni (VOC)
berketetapan menghormati hukum lokal. Hal yangkticdereka hormati
adalah hubungan-hubungan ekonomi dan politik yamjansanya
merupakan sumber pokok hukum lokal.

Hubungan yang serupa juga terdapat di bidang garadengan
perbedaan penting bahwa tapal batas etnis ditekabeatu arah, ke pihak
Belanda yang jenjang peradilannya terdiri aResidentiegerechiintuk
tingkat pertamaRaad van justitiaintuk tingkat banding, dan Mahkamah
Agung Hooggerechtshgf Negara Eropa mempunyai dua kitab undang-
undang hukum acara, satu untuk perkara perdaBargélijk
Rechtsvorderingdan untuk perkara pidan&t(afvordering. Dan tahun
1950-an kedua kitab undang-undang ini memuat keterketentuan,
termasuk jaminan hak-hak pribadi yang termaktutardakitab undang-
undang di Belanda. Untuk orang Indonesia cukupdiagan dalam kitab
undang-undang baik untuk perkara perdata dan pidgit: Herziene
Inlandsch Reglemelit.1.R).

Dalam masa pendudukan Jepang, terhadap golonggra Eian
Tionghoa diberlakukarBurgerlijk Werboek(B.W.) dan Wetboek van

Koophandel (W.v.K), sedang untuk golongan Indonesia asli Ierla
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hukum adat. Selanjutnya bagi golongan-golongamjieairberlaku hukum
yang diperlakukan bagi mereka menurut peraturaaldah

Organisasi peradilan pada masa pemerintah pendadidgang
tidak menunjukkan adanya suatu kesatuan. Ada 5a)litmgkungan
peradilan yang dikenal pada waktu itu, ya@unritukaigi (Mahkamah
Militer), Gunsei Hooin(Pengadilan Pemerintah Balatentafié@hoo Hooin
(Pengadilan Negeri)Kootoo Hooin(Pengadilan Tinggi)Saikoo Hooin
(Pengadilan Agung) dan Peradilan Swapraja dan Pamatidat®

Di Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tah@® 15,
bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spérygilis dan
Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannyadmhukum ini
merupakan manifestasi dari sikap kedermawaaoharity) yang umumnya
dilakukan oleh patron kepada klien. Kemudian bamtuAukum
berkembang sejalan dengan perkembangan profesi mhukienjadi
kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesiuaanhukum menjadi
professional responsibilittanggungjawab profesi). Dalam perkembangan
selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yangeatiagkan tidak hanya
masalah hukum yang litigasi, tetapi juga non lida

b. Bantuan hukum pasca kemerdekaan
Sejak Indonesia merdeka, pemerintahan RI telah eteadkan

berbagai macam peraturan perundang-undangan yaRkgithe dengan

5 Frans Hendra WinartaBantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan
Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, him 7.

" Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PesadifAgama,
Jakarta : Kencana, 2006, him 67.
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bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan pangrgndangan

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1946.

Pada tahun 1946, pemerintah Rl mengeluarkan UU kdhdn 1946
tentang peraturan Hukum Pidana. Dalam undang-undersebut
diatur di dalamnya tentang kedudukan advokat dangsporang yang
memberikan bantuan hukum.

2. Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tentang Mahkamamégu
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 9 18&0, mengatur
tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung yang mgaipu
kedudukan tertinggi untuk mengawasi jalannya pé&aadDan dalam
Pasal 42 terdapat istilah yang menerangkan “penfiaeriuan hukum
" dengan kata “Pembela”.

3. Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951
Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 mengattarigrtindakan-
tindakan sementara untuk menyelenggarkan kesatusunan
kekuasaan dan acara pengadilan sipil.

4. Herziene Inlandsch ReglemdhrtiR)
dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban aiddakgemberi
bantuan hukum di muka persidangan diatur dalam rephepasal
HIR, seperti: Pasal 83 h ayat 6, Pasal 120 Rs\glR&® ayat 5 HIR,
Pasal 254 ayat 1 HIR, Pasal 123 HIR, Undang-undémd9 tahun

1946 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakimary ymada
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intinya seseorang yang terkena masalah hukum berieskdapatkan
bantuan hukum dari seorang ahli hukum.
Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarahurpbrthan
program bantuan hukum atau advokat dilakukan olelurbl Cippelleti,
yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution yang meakgat bahwa:

“Program bantuan hukum kepada si miskim telah damaéjak
zaman Romawi. Juga ternyata bahwa pada tiap zaamangdan tujuan
pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat fgdnmya dengan
nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafakkbm yang berlaku .

Pada tahun 1892 di kota Amsterdam dibentuk suatub@ntuan

hukum dari organisasi Toynbee, yang berna@was Huis Biro-biro
tersebut juga dibentuk di kota Leiden dan Den HBgo tersebut
menberikan konsultasi hukum dengan biaya yang saegdah.

Pada tahun 1905 kota Keulen Jerman didirikan buoskltasi
hukum yang pertama dengan nanf@echtsaus Kunfsteble Fur
Minderbemittlederdengan mendapat subsidi dari kotapraja. Di Amerika
Serikat juga dibentuk organisasi bantuan hukum wwaada tahun 1876,
yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kemgatn imigran
Jerman, yang bernanieutsche Rechtsschutz Verein

Pemberian advokat khususnya bagi rakyat kecil yaladx mampu
dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dakatakian relatif
baru di negara berkembang, demikian juga di Indan&antuan hukum
sebagailegal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam

sistem hukum tradisional, dan baru dikenal di Irelia sejak masuknya

8 Frans Hendra Winart@p. Cit.,him 16-22.
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atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indenédenurut Ali Yusuf

Amir bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan huwamg bersifat

cuma-cuma. Semua warga negara memiliki aksesbylaag sama dalam
memperoleh pelayanan hukum, baik didalam maupluwadiPengadilan.

Kemudian Bambang Sunggono dan Aries Harianto meskah
bahwa bantuan hukum sebagai kegiatan pelayananmhskeara cuma-
cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dd&kade terakhir
ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pishtdonesia,
apalagi sejak Pelita ke Il pemerintah mencanangkagram bantuan
hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menujogpataan keadilan di
bidang hukum.

Secara formal bantuan hukum di Indonesia sudalsejd& zaman
penjajahan Belanda. Hal ini bermula pada tahun I&t&a di Belanda
terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnyadaBarkan asas
konkordansi, maka firman raja tanggal 16 Mei 1848ndr 1 perundang-
undangan di negeri Belanda tersebut juga diberkkukntuk Indonesia
(waktu itu bernama Hindia Belanda), antara laintaeg susunan
kehakiman dan kebijaksanaan pengadiBeglement op de Rechterlijke
Organisatie en het beleid der justitie in Indongsiang disingkat dengan
nama R.O.Stb. 1847 Nomor 23 Jo Stb. 1848 Nomor éigyah segala

rubahan dan tambahanrya.

? Ishag,Pendidikan Keadvokatadakarta :Sinar Grafika, 2010, him 12-14.
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C. Jenis-Jenis Bantuan Hukum
Menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot bantuan hukiiedakan
menjadi lima jenis, yaitu:

1. Bantuan hukum preventiv adalah bantuan hukum yalagsénakan
dalam bentuk pemberian penerangan penyeluhan hukepada
masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak danjikannya
sebagai warga negara.

2. Bantuan hukum diagnostik adalah bantuan hukum giagsanakan
dengan pemberian nasihat-nasihat hukum atau bieaatl dengan
konsultasi hukum.

3. Bantuan hukum pengendalian konflik adalah bantuangylebih
bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-gafaian hukum
konkrit yang terjadi di masyarakat. Biasanya dileku dengan cara
memberikan asistensi hukum kepada anggota masyayakg tidak
mampu menyewa jasa advokat.

4. Bantuan hukum pembentukan hukum adalah bantuanmhuylang
dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yandhlédgas, tepat,
jelas dan benar.

5. Bantuan hukum pembaruan hukum adalah bantuan hykam lebih
ditujukan bagi pembaruan hukum. Baik itu melallkihaatau melalui
pembentuk undang-undang.

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsegudna
hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbedaatekgnsep-konsep

yang ada. Para ahli hukum dan prtaktisi hukum led@n membagi
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bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu bantuamnimukdividual dan
struktural.

Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantugkum
kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentutapgwingan oleh
advokat dalam proses penyelesaian sengketa yaadagih baik dimuka
pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaragks& lain seperti
arbitrase, dalam rangka menjamin pemetaan pelayhokom kepada
seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan bantuan hskuktural segala
aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-nd@tigukan untuk
membela kepentingan atau hak hukum masyarakat tidag mampu
dalam proses peradilan. Lebih luas lagi bantuanutmukstruktural
bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengentayarakat akan
pentingnya hukunt?

Perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesiabtgrs
dicerminkan oleh pernyataan Direktur Lembaga Bantdakum (LBH)
Medan, bahwa:

“Bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampindan
Peradilan, tetapi juga mencakup proses yang muketika orang
banyak/ rakyat mengalami suatu masalah atau kietikanereka tidak
dihormati oleh sekelompok orang atau penguasa.nbgeoses ini
bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, pengadakyat, dan
pendidikan hukum kritis, ditujukan untuk membawaubahan pada
pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuagi hak-hak

mereka yang sudah dirampas.”

19 Suradii, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Adyokkakarta :Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAN2GO8, him 77.
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Hal serupa juga disampaikan Kepala Operasional [Rifabaya
yang menerjemahkan konsep bantuan hukum yang rimtelembaganya
sebagai bantuan hukum yang memberdayakan, tidakciptakan
ketergantungan, dan dilakukan melalui pendidikakuhu kritis serta
pengorganisasian. Konsep ini merupakan suatu piljfaag didasari oleh
keyakinan bahwa supremasi hukum yang disyaratkEmdeembangun
Indonesia sebagai negara hukum tidak mutlak dibesiah kaum elit dan
mereka yang berada di dalam struktur kenegaraan.

Lebih jauh menurut Achmad Santosa, seorang aktwstuan
hukum struktural di Jakarta, bahwa bantuan hukuwoktral dalam tahap

selanjutnya dapat diturunkan ke dalam tiga aksyiyaitu:

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa @nerek

merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian rosTdy
masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi oempu
mengerjakannya sendiri.

2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peran perundang-
undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini fopgngadilan hanya
dijadikan corong—dengan persetujuan klien tentunyatuk
menyampaikan pesan ketidakadilan, bahwa suatu tkererhukum
tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.

3. Melancarkan aktivitaspolicy reform dengan mengertikulasikan
berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakangyada, lalu

mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alterradtérnatif.
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Namun demikian, tidak dapat dikesampingkan aksvita
penyelenggaraan bantuan hukum lainnya yang padanyasmerupakan
pengembangan lebih lanjut dari konsep bantuan huigividual dan
cukup banyak dijalankan oleh pihak-pihak lain yapada tingkatan
tertentu mengimbangi bahkan dapat dikatakan menkgipmahan yang
ditemukan pada pola bantuan hukum struktural. Conya antara lain
bantuan hukum yang bersifearity (atas dasar kemanusiaan) dan instan
(sekali selesai atau tidak berkelanjutan denganangetkan tujuan yang
lebih besar), bantuan hukum bersifat peternalidikam artian memuat
hubungan sub ordinat antara pemberi dengan pengranaerta bantuan
hukum partisan yang diberikan untuk kepentinganrega&elompok, atau
etnis tertentu.

Pengembangan dari konsep bantuan hukum individerselbut
perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, meelanemenuhi
karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cunraa&dalam arti setiap
orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh piasgang berbelit-
belit/tidak membebani klien), dan tidak digantunglkaeh besar kecilnya
reward yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukpamg
diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukWalaupun
disamping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedasmigkatan dalam
melayani pencari keadilan. Berkaitan dengan hgl Thi Mulya Lubis
menyatakan bahwa pendekatan advokat bercirikamdividual, 2) urban
(perkotaan), 3) pasif, 4) legalistik, 5) gerakakum (egal movemeit 6)

persamaan distribusi pelayanaggal distribution of servjs Sedangkan
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pendekatan seorang pembela umum (akkdgal aid adalah 1) struktural

(kolektif), 2) urban-rural, 3) aktif, 4) orientag¢gal dan non-legal, 5)

gerakan sosiakpcial movemejt6) perubahan sosil.

D. Subjek Dan Unsur Bantuan Hukum

Bantuan hukum di dalam negara hukum merupakan sebag
sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama umgmperoleh
kebenaran dan keadilan, dimgnatisiabelerakan mendapat perlindungan
dan kepastian hukum dalam beracara di Pengadilasaldh bantuan
hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembagadpan, karena
proses peradilanlah yang menyebabkan dapat bempe@rd@antuan hukum
secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dewigan dilakukan oleh
pengadilan dengan segala perangkatnya, prosesiatir ddalam suatu
peraturan hukum yang lazim disebut hukum acara.

Sehubungan dengan bantuan hukum, maka ada empek gahg
dapat menerima kuasa untuk beracara dalam persidayaitu:

a. Advokat atauProcureur adalah penasehat hukum yang bergelar
sarjana hukum, diangkat secara resmi berdasarkeat Beputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan epgsan
Mahkamah Agung dan bukan pegawai negeri, dengaayatil praktik
beracaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM terseleigh
ditetapkan tempat kedudukannya dan domisilinya gadéu kota

tertentu di dalam wilayah Pengadilan Negeri.

YBenziad Kadafi dkkAdvokat Indonesia Mencari Mencari Legitimadakarta Pusat:
PSHK, cet ketiga, 2002, him 165.
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2. Peran advokat tersebut ijin operasionalnya di selimgkungan
pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Upaya penerbitan administrasi pengawasan dan pearbin
terhadap advokat, maka ketika beracara di mukaaguiag di
luar daerah hukum Pengadilan Tinggi dimana ia bsildanaka
advokat tersebut wajib melaporkan kepada ketua d&bBlag
Tinggi secara tertulis dengan menyampaikan tembkspada: a)
Mahkamah Agung RI, b) Ketua Pengadilan Tinggi/Ag&rata
Usaha Negara yang dituju, ¢) Pengadilan Tinggi Negenpat
domisili, dan d) pengadilan Agama /Pengadilan Tdsaha
Negara yang dituju.

b. Pengacara praktik adalah penasihat hukum resmipataubbela umum
(public defender dengan gelar sarjana hukum vyang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tingglasarkan
Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1975, aketdinyatakan
lulus ujian, dengan wilayah praktik beracaranyaagebberikut:

1. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi tersebutekaedapat
membuka kantor atas nama mereka sendiri di wil®exgadilan
Tinggi tempat mereka diberi ijin melakukan pekemjesebagai
pengacara atau penasihat hukum.

2. Pengacara praktik tersebut dapat melakukan beratiasamua
lingkungan peradilan, baik peradilan umum, aganta tesaha
negara, maupun lainnya di wilayah kekuasaan Pelaga@inggi

tersebut.
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3. Untuk penertiban administrasi pengawasan dan pexabjrketika
pengacara praktik tersebut beracara di muka pelagadi luar
daerah hukum Pengadilan Negeri tempat domisilimpaka ia
wajib melaporkan secara tertulis dan menyampaiartisannya
kepada: a) Mahkamah Agung RI, b) Ketua Pengadilanggli
tempat domisilinya, c) Ketua Pengadilan Negeri tamp
domisilinya, dan d) Ketua Pengadilan di luar Perlgad\Negeri
yang dituju.

c. Lembaga Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum. LBH Faku
Hukum atau Syari'ah dapat memberikan bantuan hukiuimmuka
pengadilan di daerah hukum pengadilan, dimana LRFsebut
terdaftar. Apabila berpraktek di luar wilayah Petigamn Negeri
namun masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi tempat
kedudukannya, maka ia harus mendapat ijin prakiikngan
menyampaikan ijin praktik tersebut kepada: a) KeRengadilan
Tinggi di luar Pengadilan Tinggi Umum, b) Ketua Badilan Negeri
tempat terdaftar, dan c) Ketua Pengadilan di luewgRdilan Negeri
yang dituju.

d. Perwira Hukum TNI-POLRI. Dapat melakukan praktik diuka
pengadilan di seluruh wilayah KODAM, POLDA dan sghiaya atas
ijin Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadiageri.

e. Kuasa Insidentil adalah kuasa hukum yang dimingh gdeseorang

yang berperkara untuk memberikan bantuan atau atasibkum
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selama perkara berjalan, dengan berpedoman paeaalhakbagai

berikut:

1. Tidak harus sarjana hukum/sayari’ah, sekaligusndateelakukan
bantuan hukum atau jasa hukum tersebut tidak sepegjasi.

2. Cukup memperoleh ijin Ketua Pengadilan Agama atau
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Nédgaigayah
hukum dimana yang bersangkutan diminta untuk meikdoer
bantuan hukum, untuk satu tahun satu perkara saja.

3. Tidak diperlukan memiliki ijin praktik dari KetuaeRgadilan
Tinggi, akan tetapi wajib melaporkan ijin dari Kat®engadilan
Agama tersebut secara tertulis kepada Ketua Pdagafinggi
tersebut, dan tembusannya dikirimkan kepada: a)a&Btnagilan
Tinggi yang dituju di luar Pengadilan Tinggi Umuin), Ketua
Pengadilan Negeri, dan c) Ketua Pengadilan yamngudit

Unsur-unsurnya adalah adanya jasa hukum, tindalembela
artinya orang yang berwenang bertindak membelauspatkara pidana
maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atawgaha negara di
muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukusaidpengadilah®

E. PEMBERIAN DAN CARA MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM

Menurut  Keputusan  Menteri Kehakiman Rl nomor

M.02.UM.09.08 tahun 1980 tentang petunjuk pelakaar@ntuan hukum

yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keteak Rl nomor

2 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syari'ah di Indonesidakarta Pusat: lIkatan Hakim Indonesia(IKAHI), 0Blm 99-
103.

13 Lasdin WlasCakrawala Advokat Indonesi¥ okyakarta: Liberty, 1989. him 199.
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M.01.UM.08.10 tahun 1981. Model pemberian bantuatkum yang
ditawarkan adalah melalui badan peradilan umum dibarikan kepada
tertuduh yang tidak/kurang mampu dalam:
a. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tabaunlabih;
b. Perkara pidana yang diancam mati;
c. Perkara pidana yang diancam hukuman penjara kudang5
(lima) tahun, namun menarik perhatian masyaraket. lu
Pada awalnya keterangan tidak mampunyai seorarsgunighka/
terdakwa disahkan oleh pejabat yang berwenang iskstentuan yang
berlaku, atau setidak-tidaknya oleh Kepala Desag ydiketahui oleh
Camat. Namun dengan perubahan pada Keputusan Meatian 1981,
pejabat berwenang yang dimaksud meliputi juga Kepéépolisian,
Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kantor Sosiainspat.
Sedangkan advokat pemberi bantuan hukum ditunjak #letua
Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersataykusetelah
berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri. Rekam tersebut
ditetapkan dengan Surat Penetapan Ketua MajelisnHdln diberikan
kepada advokat yang mempunyai nama baik dan sanggupberikan
jasa hukumnya secara cuma-cuma, sehingga biayadiaegkan negara
adalah sekedar penggantian ongkos jalan, biayanistrasi, dan lain
sebagainya.
Disebutkan pula, jika dalam daerah hukum Pengadilegeri yang
bersangkutan tidak tesedia advokat yang dapat nmédmbebantuan

hukum, maka dapat ditunjuk pemberi bantuan hukung yeerdomisili di
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daerah hukum Pengadilan Negeri yang terdekat atiamdwilayah hukum
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Biaya pemberian bantuan hukum diajukan oleh KeteagRdilan
Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan teambyang ditujukan
pada Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peraditanon Departemen
Kehakiman RI. Pengelolaan biaya dilakukan secarsab®ga-sama antara
ketua dan bendaharawan Pengadilan Negeri, yangseiga secara
langsung melakukan pembayaran kepada advokat pentaetuan
hukum. Bisa juga Departemen Kehakiman secara |laggsenyalurkan
biaya proyek bantuan hukum yang terdaftar pada &biagn Negeri
tertentu.

Mekanisme pemberian bantuan hukum umumnya yanthdgdeh
kalangan pejabat peradilan adalah melalui Pos BantiHukum
(Posbakum) yang merupakan proyek Departemen Kelaakidan Hak
Asasi Manusia RI bekerja sama dengan beberapa isagaradvokat,
karena penggunaan dananya harus dipertanggungjawaldalam
anggaran Departemen Kehakiman dan HAMRI.

Seorang pengacara terkemuka S. Tarif pernah méw@yata

“Bahwa orang-orang yang dapat diberi bantuan/ aasibkum oleh LBH
Jakarta ini hanyalah orang-orang miskin (yang hamemiliki surat
keterangan miskin/ tidak mampu dari lurah atau lpdjdainnya yang
berwenang) dan tidak diperkenankan untuk membentuba/ nasihat
hukum kepada orang yang mampu membayar honoramyrada seorang
advokat/ pengacara biasa. Demikian juga petugasypet LBH tidak

Binziad Kadafi, dkk Op. Cit.,him 173.
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diperkenankan memengut honorarium dari orang-orarygng
kepentingannya dibela oleh LBH Jakarta.”

Pengacara terkemuka lainnya yaitu Adnan Buyung fiasu
berpendapat sebagai berikut:

1. Bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khususulbanihukum
bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan reai@ahdalam
bahasa populer adalah si miskin. Ukuran kemiskisempai saat
ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipeng bukan
saja bagi negara-negara yang berkembang bahkagdiainegara
yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.

2. Buta hukum adalah suatu istilah yang diajukan psat&alinya
dalam Kongres ke-1ll PERADIN di Jakarta. Maksudrgdalah
lapisan masyarakat yang buta huruf atau berperatidilendah
yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknyagselsaibjek
hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonoma sdibat
tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempuksieranian
untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.

Dengan menelaah kedua pendapat tersebut diatas dapak
kesimpulan, bahwa penerima bantuan hukum adalakkagrang tidak
mampu (secara sosial-ekonomi-politis) maupun yanga bhukum.
Walaupun sudah ditegaskan maksudnya, akan tetapjep&an buta

hukum tidaklah selalu identik dengan mereka yarrgrim mampd.5

him 26.

15 Soerjono Soekant®antuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridiskarta: GI. 1983.
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Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 16 tahun 20hiang
Bantuan Hukum tata cara dan syarat pemberian bahteum adalah:

a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang beskurang-
kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat ereigpookok
persoalan yang dimohonkan bantuan hukum

b. Mengajukan dokumen yang berkenaan dengan perkara

c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah,dtepesa, atau
pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohartuzan hukum.
Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung NtaHun

2010 tentang pedoman bantuan hukum lampiran B taskpn bahwa
syarat memperoleh bantuan hukum dari Pos Bantu&orhladalah:

a) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkeeh
Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong

b) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya sepentiukKeluarga
Miskin  (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PH&t),Kartu
Bantuan Hukum Langsung Tunai (BLT)

c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa adyakat dibuat
dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum daatatui

oleh ketua Pengadilan Agama.



